
 
 

 
 
 
 

QANUN ACEH 

NOMOR  5  TAHUN 2008 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM, 

 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan 

dan meningkatkan kualitas manusia, yang berlandaskan iman, taqwa, 

dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 

makmur, dan beradab; 

 b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Aceh sesuai dengan kekhususan 

karakteristik dan budaya masyarakat Aceh yang Islami; 

 c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa 

Aceh, Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh, perlu pengaturan lebih lanjut tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Qanun Aceh tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1103); 

 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 

 3. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

 

 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) 

 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);  

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan 

Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 

35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3763); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 

1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3764); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan 

Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 

37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 

Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 

1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3765); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 39 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414); 
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 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar 

Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar 

Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484); 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta 

Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Negara Nomor 3485); 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor ); 

 16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan 

Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 

Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 

Nomor 03); 

 17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian 

Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana 

Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 

2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh 

Darussalam Nomor 12). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 

dan 

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan : 
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1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum 

yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang 

Gubernur. 

3. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan 

masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang 

bupati/walikota. 

4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan 

masing-masing. 

5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah 

unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan 

perangkat daerah Aceh. 

6. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi 

dan kewenangan masing-masing. 

7. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut pemerintah 

kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota 

yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota. 

8. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses 

demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil. 

9. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang 

dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas 
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langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan 

Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 

11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya 

disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) adalah unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya 

dipilih melalui pemilihan umum. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh. 

13. Tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi adalah dana yang 

bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh. 

14. Dana otonomi khusus adalah dana yang bersumber dari penerimaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian 

penerimaan Pemerintah Aceh. 

15. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

16. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan 

tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 

17. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang 

saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan tertentu. 

19. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri 

dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

20. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 

teungku dayah, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, 

instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, 

serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 


